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Abstrak: dalam melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut dokter gigi umum 
maupun dokter gigi spesialis harus sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang 
dimilikinya, namum masih dirasakan adanya ketidakadilan dalam pelaksanaannya. 
Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang 
pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi 
spesialis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang asas keadilan bagi dokter 
gigi umum dan dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan cara 
meneliti bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup asas-asas dan norma-norma 
hukum mengenai dokter gigi umum, dokter gigi spesialis, pengaturan kompetensi dan 
pemberian kewenangan yang berbasis keadilan. 

Selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif normatif yang merumuskan tentang 
pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi 
spesialis telah berlandaskan keadilan. Hasil analisa didapatkan bahwa pengaturan 
kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis telah 
berlandaskan asas keadilan meskipun adanya keadilan subyektif dan terdapat tumpang 
tindih dari standar kompetensi dokter gigi umum dan standar kompetensi dokter gigi 
spesialis yang menyebabkan multi tafsir dari dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis . 
Multi tafsir ini menunjukan adanya ketidakpastian hukum. 

Kata kunci: kompetensi, kewenangan, dokter gigi umum, dokter gigi spesialis dan asas 
keadilan. 

 
Abstract: In practicing dentistry and oral medicine, general and specialist dentists must be 
guided by their authority and competence, but their implementation is still unjust. Based on 
this, it is necessary to conduct research that discusses the regulation of competencies and 
granting authority to general dentists and specialist dentists to obtain a clear picture of the 
principle of justice for general and specialist dentists who practice dentistry. 

This Research Was Carried Out by a Normative Juridical Research Method, Namely By 
Researching Literature Materials And Secondary Data That Included Legal Principles And 
Norms Regarding General Dentists, Specialist Dentists, Competency Arrangements, And The 
Granting Of Justice-Based Authority. 

Furthermore, it is analyzed using a normative qualitative method that formulates the 
regulation of competence and the grant of authority to general dentists and specialist 
dentists based on justice. The Results of the Analysis found that the regulation of competence 
and granting authority to general dentists and specialist dentists have been based on the 
principle of justice, even though there is subjective justice. There is an overlap between the 
competency standards of general dentists and the competency standards of specialist 
dentists, which causes multiple interpretations of general dentists and specialist dentists. 
This multi-interpretation shows that there is legal uncertainty. 

Keywords: Competence, Authority, General Dentist, Specialist Dentist, And Principle Of 
Justice. 
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PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan hal yang wajib untuk dirasakan oleh setiap orang. Dalam konstitusi 
indonesia kesehatan diatur dalam pasal 28 h ayat (1) undang-undang dasar 1945 yang 
menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, 
dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 
kesehatan” serta pasal 34 ayat (3) undang-undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa 
“negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas 
pelayanan umum yang layak”. Dalam penyediaan layanan kesehatan tentunya negara 
menganut asas berkeadilan dimana seluruh lapisan masyarakat memperoleh hak yang sama 
dalam hal mengakses layanan kesehatan dari segi fasilitas kesehatan maupun dari segi 
layanan kesehatan yang didapatkan dari tenaga medis. 

Salah satu unsur terpenting dalam pelayanan kesehatan adalah sdm kesehatan. Sumber daya 
manusia yang dimaksud yaitu tenaga medis. Tenaga medis adalah setiap orang yang 
mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, 
dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang 
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pemenuhan sumber daya 
manusia kesehatan yang berkompeten dan   berkeadilan menjadi tujuan dari salah satu 
bentuk transformasi kesehatan yang dilakukan negara melalui kementrian kesehatan adalah 
transformasi sdm kesehatan. 

Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan yang berkompeten dan   berkeadilan berlaku 
juga pada jenis tenaga medis dokter gigi yang terdiri dari dokter gigi, dokter gigi spesialis dan 
dokter gigi subspesialis. Tenaga medis dokter gigi adalah setiap orang yang mengabdikan diri 
dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan 
melalui pendidikan profesi kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan 
upaya kesehatan. 

Perbandingan jumlah tenaga medis dokter gigi spesialis yang hanya 10% dari jumlah tenaga 
medis dokter gigi umum dengan penyebaran dokter gigi spesialis yang tidak merata  menjadi 
tugas negara melalui kementerian kesehatan melakukan transformasi sdm kesehatan dalam 
rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis dan kapasitas sdm kesehatan 
yang memiliki tujuan agar terpenuhinya sdm kesehatan yang berkompeten dan berkeadilan. 

Kompetensi dokter gigi mempunyai arti sebagai kemampuan seseorang yang didasarkan 
ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional dalam menjalankan praktik 
kedokteran gigi. Kompetensi yang dimiliki dokter gigi diperoleh melalui pendidikan 
perguruan tinggi dan pelatihan artinya bahwa kompetensi menunjukkan kemampuan atau 
kesanggupan untuk bertindak sebagai profesional didasarkan pendidikan dan pelatihan yang 
telah ditempuh. Kompetensi, terdiri atas 3 (tiga) unsur yang saling terkait, yaitu: 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), dan sikap profesional (attitude).1  

Kewenangan dokter gigi merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki seorang dokter gigi 
untuk melakukan sesuatu tindakan kedokteran gigi kepada pasiennya. Kewenangan tersebut 
secara hukum diberikan oleh pihak yang berwenang kepada dokter gigi. Kewenangan dokter 
gigi dibuktikan dengan surat tanda registrasi (STR). Surat tanda registrasi (STR) diterbitkan 
oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang saat ini berlaku untuk seumur hidup. Terdapat 
dua bentuk kewenangan yang dapat dibedakan, namun mempunyai satu kesatuan yang tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain, pertama, kewenangan yang berdasarkan keahlian yang 

                                                           
1 Veronica Komalawati and Dhani Kurniawan, “Kompetensi Dan Kewenangan Praktek Kedokteran: 

Perspektif Hukum Di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum  De’Jure 3 No 1 (Mei 2018), 
https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/1891/1527. 
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dimiliki seorang dokter gigi, kewenangan ini merupakan kewenangan keahlian atau sering 
disebut dengan kewenangan materil, yang semata-mata melekat pada individu seorang 
dokter gigi, kedua, kewenangan menurut peraturan perundang-undangan, atau merupakan 
kewenangan formil.2 

Penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rio Faisal dan Asmuni (2022) 
tentang analisis yuridis pelayanan radiologi klinik terhadap dokter gigi dan pasien, 
menganalisis tanggung jawab hukum dokter gigi dalam memberikan pelayanan radiologi 
klinik di tatanan pelayanan primer atau lanjutan memuat bahwa dengan diberlakukannya 
peraturan tentang pelayanan radiologi klinik pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 yang mengatur bahwa ahli radiologi adalah penyelenggara 
pelayanan radiologi sehingga standar kompetensi dokter gigi umum akan kewenangan 
pelayanan radiologi di klinik berubah atau berganti menjadi kompetensi dan kewenangan 
dokter gigi spesialis radiologi kedokteran gigi.3 

Hasil penelitian lain yang telah dilakukan oleh Ricky (2020) tentang aspek hukum praktek 
kedokteran melakukan tindakan medis yang bukan kewenangan kompetensi profesinya  
menunjukan bahwa seorang dokter gigi umum dapat melakukan tindakan medis bedah 
mulut yang menjadi kewenangan dokter gigi spesialis bedah mulut apabila dokter gigi umum 
yang bersangkutan telah mendapatkan pendidikan lanjutan atau pelatihan khusus mengenai 
bedah mulut serta ditunjukkan dengan memiliki sertifikat kompetensi tambahan.4 

Penelitian berbeda yang telah dilakukan oleh Endang Sutrisno, Inge Hartini dan Erika (2020) 
tentang Perlindungan hukum dalam malpraktek untuk pelayanan kesehatan gigi, 
menjelaskan bahwa seorang dokter gigi umum dapat melakukan perawatan ortodonti cekat 
full braces hanya pada kasus yang sederhana tidak diperkenankan untuk kasus-kasus 
kompleks yang menjadi kewenangan dokter gigi spesialis ortodonti agar tidak menyebabkan 

kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian materiil dan imateriil terhadap pasien.5 

Penelitian lain juga telah dilakukan oleh Mela Karina Maya Riza dan Ninis Nugraheni (2023) 
tentang Tanggung Jawab Hukum dokter gigi atas terjadinya resiko terhadap pemasangan 
implant gigi pada pasien, dikatakan bahwa seorang dokter gigi umum yang telah mengikuti 
pendidikan pelatihan tentang pemasangan implant tetap tidak diperkenankan untuk 
melakukan pemasangan implan gigi yang menjadi kewenangan dokter gigi spesialis. 6 

Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan diatas, jelas bahwa kompetensi dan 
kewenangan dokter gigi umum dengan kompetensi dan kewenangan dokter gigi spesialis 
ada irisan yang sama dimana tindakan kedokteran gigi yang berada dalam irisan tentunya 
dapat dilakukan baik oleh dokter gigi umum dapat juga dilakukan oleh dokter gigi spesialis. 
Namun pada irisan yang sama ini faktanya membuat dokter gigi umum dan atau dokter gigi 
spesialis dapat melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut tidak sesuai dengan 
kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya sehingga dampaknya dirasakan adanya 
ketidakadilan dalam pelaksanaannya. 

                                                           
2 Komalawati and Kurniawan. 
3 Rio Faisal Ariaty and Asmuni, “Analis Yuridis Pelayanan Radiologi Klinik Terhadap Dokter Gigi Dan 

Pasien.,” Perspektif Hukum, n.d. 
4 Ricky, “Aspek Hukum Praktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan 

Kompetensi Profesinya,” Lex Renaissance 5 No 2 (April 2020): 411–19. 
5 Endang Sutrisno, Inge Hartini, and Erika, “Perlindungan Hukum Dalam Malpraktek Untuk Pelayanan 

Kesehatan Gigi,” Syntax Literate, Journal Ilmiah Indonesia 5 No. 8 (Agustus 2020). 
6 Mela Karina Maya Riza and Ninis Nugrahani, “Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi Atas Terjadinya 

Risiko Terhadap Pemasangan Implan Gigi Pada Pasien.,” Journal Ners 7 No.2 (2023): 1040–54. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sistem pengaturannya. 
Penelitian sebelumnya menekankan kepada tindakan pelayanan kedokteran gigi yang 
dilakukan oleh profesional dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis yang bukan 
menjadi kompetensi dan kewenangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
menekankan pada suatu pengaturan sebagai kewenangan Pemerintah/Negara dengan 
berlandaskan asas keadilan. 

Asas keadilan itu sendiri adalah nilai penting dalam hukum yang merupakan perekat tatanan 
kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum ditegakkan agar setiap orang sebagai 
anggota masyarakat dan penyelenggara negara dalam melaksanakan suatu perilaku agar 
menjaga hubungan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama sesuai proporsinya. 

Menurut Van Apeldoorn, keadilan itu bukanlah penyamarataan dimana setiap orang 
memperoleh bagian yang sama. 7 Sedangkan menurut Gustav Radburch terdapat 3 prinsip 
keadilan pertama keadilan diartikan sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif 
sebagai keadilan sekunder. Keadilan sekunder sendiri merupakan pendirian atau sikap, 
pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai 
keadilan yang primer; kedua sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum 
(rechtsidee) dan ketiga inti keadilan adalah kesamaan dan membagi keadilan menjadi 
keadilan distributif dan keadilan komutatif.8 

Perlakuan yang adil terhadap pengaturan kompetensi dan kewenangan profesional dokter 
gigi umum dan dokter gigi spesialis oleh negara berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan 
kedokteran gigi yang merata dan adil bagi seluruh lapisan Masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang membahas tentang 
pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi 
spesialis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang asas keadilan bagi dokter 
gigi umum dan dokter gigi spesialis yang melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut. 

PERUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan 
dokter gigi spesialis di indonesia?  

2. Apakah asas keadilan sudah menjadi landasan di dalam pengaturan kompetensi dan 
pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis? 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan 
dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis di indonesia. 

2. Mengetahui dan menganalisis asas keadilan sudah menjadi landasan di dalam pengaturan 
kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. 

MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat secara teoritis/akademis 
a. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terhadap kajian yang sama. 

                                                           
7 H Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Cetakan ke 3 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2023). 
8 Sukendar, Ario Prio Agus Santoso, and Yoga Dewa Brahma, Teori Hukum Suatu Pengantar 

(Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022). 
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b. Dapat memberikan bantuan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada 
umumnya      dan khususnya pengaturan kompetensi dan kewenangan profesional 
dokter gigi umum dan   dokter gigi spesialis berbasis keadilan. 

c. Dapat menambah perbendaharaan pustaka terutama dalam bidang hukum 
kesehatan, menambah pengetahuan penulis dan pembaca lainnya tentang 
pengaturan kompetensi dan kewenangan profesional dokter gigi umum dan dokter 
gigi spesialis berbasis keadilan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan berguna bagi dokter gigi umum dan dokter gigi 
spesialis untuk dapat mengetahui pengaturan kompetensi dan kewenangan profesional 
dalam melakukan tindakan pelayanan kedokteran gigi. 

METODE PENELITIAN 

1. Metode Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka.9 data sekunder yang digunakan sebagai sumber data terdiri dari bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian 
normatif ini digunakan metode pendekatan statute approach dan consecptual approach. 
Pengertian statute approach adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan cara 
menelaah dan menganalisis seluruh undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan 
isu hukum yang diteliti. Sedangkan conceptual approach adalah konseptual yang dilakukan 
dengan cara membangun konsep dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga ditemukan ide-ide yang 
mendapatkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum 
yang cocok dengan isu hukum yang diteliti.10 

Analisa Hukum Dari Suatu Penelitian Yuridis Normatif Mencakup Penelitian Terhadap Asas-
Asas Hukum, Sistematik Hukum, Taraf Sinkronisasi Vertikal Dan Horisontal, Perbandingan 
Hukum Dan Sejarah Hukum. 

Ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku dianalisa sesuai dengan hirarkie yang ada 
yaitu  pasal 28 h dan pasal 34 undang-undang dasar 1945, pasal 9 undang-undang nomor 39 
tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 275 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang 
kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang 
kesehatan yang didalamnya mencantumkan pasal-pasal yang mengatur kompetensi dan 
pemberian kewenangan dokter gigi, permenkes nomor 2052/menkes/per/x/2011 tentang izin 
praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, kepkonsil nomor 52/kki/kep/xii/2007 tentang 
standar kompetensi dokter gigi spesialis, perkonsil nomor 6 tahun 2011 tentang registrasi 
dokter dan dokter gigi, perkonsil nomor 30 tahun 2014 tentang standar pendidikan profesi 
dokter gigi, perkonsil nomor 40 tahun 2015 tentang standar kompetensi dokter gigi. 

2. Desain Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah prescriptive design yaitu suatu 
penelitian yang dilakukan untuk memberi gambaran atau merumuskan masalah sesuai 

                                                           
9 Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Depok: 

RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.13. 
10 Ario Prio Agus Santoso et al., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Yogyakarta: 

PUSTAKABARUPRESS, 2022), hlm. 59. 
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dengan fakta yang ada agar didapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 
mengatasi masalah-masalah pengaturan kompetensi dan kewenangan profesional dokter 
gigi umum dan dokter gigi spesialis oleh pemerintah/negara agar berbasis keadilan dalam 
melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu “data yang 
diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil 
penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau 
dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan umum atau perpustakaan milik 
pribadi “.11yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.12 bahan hukum yang 
dianalisa penelitian ini pasal 28 h dan pasal 34 undang-undang dasar 1945, pasal 9 undang-
undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 275 undang-undang nomor 1 
tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang nomor 17 tahun 
2023 tentang kesehatan yang didalamnya mencantumkan pasal-pasal yang mengatur 
kompetensi dan pemberian kewenangan dokter gigi, permenkes nomor 
2052/menkes/per/x/2011 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran, kepkonsil 
nomor 52/kki/kep/xii/2007 tentang standar kompetensi dokter gigi spesialis, perkonsil nomor 
6 tahun 2011 tentang registrasi dokter dan dokter gigi, perkonsil nomor 30 tahun 2014 
tentang standar pendidikan profesi dokter gigi, perkonsil nomor 40 tahun 2015 tentang 
standar kompetensi dokter gigi. Data-data diatas akan memberikan deskripsi tentang 
pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan profesional dokter gigi umum dan 
dokter gigi spesialis yang berbasis keadilan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik 
kedokteran gigi dan mulut. 

4. Metode Pengumpulan Data dan Analisis data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini sepenuhnya adalah 
menggunakan studi kepustakaan. Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel. 
Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan metode analisis data 
kualitatif yaitu “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 
data, memilah-milahnya menjadi satuan dapat dikelola, mensistesiskan, mencari dan 
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan 
apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”.13  

Tabel 1:  
Landasan hukum pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan 

profesional dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. 

Peraturan perundangan-
undangan yang ditelah 

Isi peraturan perundang-undangan 

Pasal 285 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan 

setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak atas 
lingkungan hidup yang baik dan sehat. 

Pasal 285 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan 

Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik 
harus melakukan sesuai dengan kewenangan profesi yang 
didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Tenaga medis dan 

                                                           
11 Hilman Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum Edisi 

Revisi (Bandung: Mandar Maju, 2020). 
12 Soekanto and Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, hlm. 13. 
13 Santoso et al., Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, hlm. 138. 
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 Tenaga kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan 
memiliki kewenangan sesuai dengan lingkup dan Tingkat 
kompetensi dan kualifikasi tertinggi. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai kewenangan kewenangan profesi diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Pasal 286 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan. 

 

Dalam keadaan tertentu, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan 
dapat memberikan pelayanan diluar kewenangannya. Keadaan 
tertentu meliputi ketiadaan Tenaga Medis dan/atau Tenaga 
Kesehatan disuatu wilayah tempat Tenaga Medis dan Tenaga 
Kesehatan bertugas, kebutuhan program pemerintah, penanganan 
kegawatdaruratan medis dan/atau KLB, Wabah, dan/atau darurat 
bencana. Tenaga medis dan Tenaga kesehatan meliputi 
dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan kedokteran 
dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu, perawat atau bidan 
yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau kefarmasian 
dalam batas tertentu, tenaga vokasi farmasi yang memberikan 
pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam 
batas tertentu. 

Pasal 274 Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan. 

 

seorang tenaga medis dokter gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran gigi dan mulut mempunyai kewajiban  memberikan 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar profesi, 
standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika 
profesi serta kebutuhan kesehatan pasien; memperoleh 
persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan 
diberikan; menjaga rahasia kesehatan pasien; membuat dan 
menyimpan catatan dan/ atau dokumen tentang pemeriksaan, 
asuhan, dan tindakan yang dilakukan; serta merujuk pasien ke 
tenaga medis dokter gigi lain yang mempunyai kompetensi dan 
kewenangan yang sesuai. 

 

Tabel 2: 
Bentuk Pengaturan Kompetensi dan Pemberian Kewenangan Profesional 

Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis di Indonesia. 

Peraturan perundangan-
undangan yang ditelah 

Isi peraturan perundang-undangan 

Pasal 22 Permenkes Nomor 
2052/MENKES/PER/X/2011 
tentang Izin Praktik dan 
Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran. 

Seorang tenaga medis dokter gigi dalam melakukan praktik 
kedokteran gigi dan mulut wajib dilaksanakan sesuai kewenangan 
dan kompetensi yang dimilikinya. 

Bab III Kepkonsil Nomor 
52/KKI/KEP/XII/2007 tentang 
Standar Kompetensi Dokter 
Gigi Spesialis. 

Standar kompetensi dokter gigi spesialis berbeda dengan standar 
kompetensi dokter gigi umum, dimana kompetensinya jauh lebih 
mendalam pada satu bidang yang menjadi bidang spesialistiknya 
yaitu  sebatas penatalaksanaan kasus spesialistik. 

Pasal 2 Perkonsil Nomor 6 
Tahun 2011 tentang 
Registrasi Dokter dan 
Dokter Gigi. 

Tujuan dari Registrasi ini adalah melakukan pencatatan resmi 
terhadap dokter gigi yang telah kompeten untuk melakukan 
praktek kedokteran gigi berdasarkan sertifikat kompetensi dan 
kualifikasi tertentu. 

Bab VII Perkonsil Nomor 30 
Tahun 2014 tentang Standar 

Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi  yang harus dipenuhi oleh 
seorang dokter gigi. 
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Pendidikan Profesi Dokter 
Gigi. 

Bab III Perkonsil Nomor 40 
Tahun 2015 tentang Standar 
Kompetensi Dokter gigi. 

Kompetensi dokter gigi terdiri dari Domain, Kompetensi utama, 
Kompetensi penunjang dan kemampuan dasar. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi 
Spesialis Di Indonesia. 

Tenaga medis dokter gigi yang terdiri dari dokter gigi umum, dokter gigi spesialis dan dokter 
gigi subspesialis sebagai seorang profesional mempunyai hak dan kewajiban dalam 
melakukan tugas pelayanan kesehatan gigi. Salah satu landasan utama bagi tenaga medis 
dokter gigi untuk melakukan pelayanan kedokteran gigi dan mulut terhadap pasien adalah 
kompetensi yang dimiliki, sedangkan kewajiban dokter gigi dalam standar profesi untuk 
melakukan profesinya harus mempunyai kewenangan. 

Pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan termasuk dalam pengaturan profesi 
disamping pengaturan perencanaan, pengadaan, pendidikan dan/atau pelatihan, 
pendayagunaan, registrasi dan perizinan, hak dan kewajiban, penyelenggaraan praktek, 
standar profesi, standar pelayanan dan standar operasional yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah tentunya diperlukan pengaturan yang baik dalam bentuk undang-undang. 
Dengan pengaturan yang baik maka pelaksanaan pelayanan kedokteran gigi oleh tenaga 
medis dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis sebagai tenaga profesional mempunyai 
landasan yang mengikat. 

1. Landasan Hukum Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional 
Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi Spesialis. 

Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kompetensi dan pemberian kewenangan 
profesional dokter gigi umum dan dan dokter gigi spesialis ini terdapat dalam undang- 
undang maupun peraturan-peraturan pelaksanaannya. Diurutkan berdasarkan hirarkinya, 
uud‟45 merupakan sumber hukum tertinggi dan sebagai pedoman dasar bagi pembuatan 
peraturan perundang- undangan di bawahnya. 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Pasal 28 h ayat (1) undang-undang dasar 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup 
sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Upaya dalam 
mewujudkan hak diatas pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang 
merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah 
perlu melaksanakan upaya-upaya untuk menjamin akses yang merata bagi seluruh 
masyarakat indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Salah satu yang 
memegang peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah tenaga 
medis yang berperan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan 
kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat agar terwujud 
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Begitu pula dalam pelayanan kesehatan 
kedokteran gigi dan mulut dimana tenaga medis dokter gigi merupakan bagian dari 
terlaksananya penyelenggaraan kesehatan gigi dan mulut yang memiliki peran penting 
sebagai sumber daya manusia dalam penyampaian upaya peningkatan kesehatan gigi dan 
mulut, pencegahan atau pemulihan kelainan gigi dan mulut dalam perorangan dan atau 
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berkelompok karena kedudukan setiap orang yang sama untuk mendapatkan perlakuan 
dan layak terhadap pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Dalam pemberian layanan 
kesehatan gigi dan mulut diperlukan kualitas dan juga kuantitas tenaga medis dokter gigi 
yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat indonesia sebagai pengguna layanan 
kesehatan gigi dan mulut. 

Pasal 34 ayat (3) undang-undang dasar 1945 menyatakan “negara bertanggung jawab atas 
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Pasal 
ini menjelaskan bahwa negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan maupun layanan 
kesehatan yang didapatkan dari tenaga kesehatan. Demikian pula dalam pelayanan 
kedokteran gigi dan mulut, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas 
kesehatan dan layanan kesehatan gigi dan mulut. Fasilitas kesehatan maupun layanan 
kesehatan gigi dan mulut tidak dapat terselenggarakan bila tidak terdapat tenaga medis 
dokter gigi. Dengan kata lain bahwa negara bertanggung jawab pula terhadap 
perencanaan, pengaturan, penyelenggaran, pembinaan dan pengawasan tenaga medis 
dokter gigi sebagai sumber daya manusia kesehatan. Tenaga medis dokter gigi dengan 
jumlah dan kualitas yang memadai sangat penting untuk mencapai derajat kesehatan 
yang optimal karena dapat secara langsung mempengaruhi kualitas layanan kesehatan 
yang diberikan. Disamping jumlah dan kualitas tenaga medis, negara bertanggung jawab 
pula dalam pengaturan kompetensi, kewenangan, distribusi dan pemerataan tenaga 
medis dokter gigi sehingga terpenuhinya tenaga medis dokter gigi yang berkompeten dan 
berkeadilan. 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  

Dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi 
manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup 
dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang 
baik dan sehat. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (ham) harus diwujudkan dalam 
bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat indonesia 
melalui penyelenggaraan layanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh 
tenaga medis bila dikaitkan dengan pasal 9 ayat (1) diutamakan sebagai hak untuk hidup 
atau hak untuk mempertahankan hidup. Hak untuk hidup merupakan hak manusiawi yang 
paling fundamental yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun juga. Hak hidup adalah hak 
untuk hidupnya dipelihara, dijaga, dilestarikan dan tidak dibahayakan. 

Dari penjelasan diatas jelas bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak manusiawi dan 
hak asasi manusia. Begitu pula dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang dilakukan 
oleh seorang tenaga medis dokter gigi, hanya saja dalam tindakan layanan kesehatan gigi 
dan mulut lebih dikategorikan sebagai tindakan layanan hak manusiawi karena hampir 
semua tindakan layanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan bukan untuk memenuhi hak 
untuk hidup atau hak untuk mempertahankan hidup pasien selaku pengguna layanan. 
Namun ketika seorang tenaga medis dokter gigi melakukan tindakan layanan yang 
dikategorikan sebagai tindakan layanan hak asasi manusia berarti seorang tenaga medis 
dokter gigi sedang melakukan suatu tindakan layanan untuk mempertahankan hidup 
pasiennya selaku pengguna layanan. Sebagai contoh ketika seorang tenaga medis dokter 
gigi melakukan tracheotomy pada pasien yang kesulitan bernafas, meskipun tindakan 
tracheostomi itu bukan menjadi kewenangan seorang tenaga medis dokter gigi namun 
bukan merupakan suatu tindakan kejahatan ataupun perbuatan melawan hukum 
dikarenakan tindakan yang dilakukan seorang tenaga medis dokter gigi ini dilakukan 
untuk memenuhi hak hidup atau hak mempertahankan hidup seseorang. 
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c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) 

Pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan seorang tenaga medis dokter gigi 
diatur pada bagian kesepuluh penyelenggaraan praktik yang dijelaskan dalam paragraf 2 
kewenangan pada pasal 285 dan pasal 286. 

Pasal 285 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan bahwa 
tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik harus melakukan sesuai 
dengan kewenangan profesi yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya. Tenaga 
medis dan tenaga kesehatan yang memiliki lebih dari satu jenjang pendidikan memiliki 
kewenangan sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan kewenangan profesi diatur dalam 
peraturan pemerintah. 

Pasal 285 tersebut diatas merupakan norma hukum yang mengatur kewenangan tenaga 
medis dokter gigi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan 
kompetensi yang dimilikinya. Kewenangan yang diberikan kepada tenaga medis dokter 
gigi diatas adalah kewenangan atribusi, kewenangan baru yang diberikan kepada tenaga 
medis dokter gigi yang tidak dimiliki sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan. 
Merujuk pasal 285 ayat (2) nya bahwa kewenangan atribusi bagi tenaga medis dokter gigi 
spesialis tentunya berbeda dengan kewenangan atribusi tenaga medis dokter gigi umum 
karena pada pasal tersebut jelas dikatakan bahwa kewenangan yang berlaku sesuai 
dengan tingkat kompetensi dan kualifikasi tertinggi.   

Menurut teori, ada cara perolehan kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-
undangan yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan yang diberikan kepada dokter 
gigi melalui str diatas adalah kewenangan atribusi, kewenangan baru yang diberikan 
kepada dokter gigi yang tidak dimiliki sebelumnya oleh peraturan perundang-undangan. 
Berbeda dengan kewenangan delegasi terjadi jika ada pelimpahan kewenangan dokter 
gigi kepada dokter gigi yang juga mempunyai kewenangan atribusi dimana semua 
tanggung jawab tindakan yang dilakukan menjadi tanggung jawab dokter gigi penerima 
pelimpahan kewenangan tersebut. Sedangkan kewenangan mandat terjadi jika seorang 
dokter gigi memberikan pelaksanaan kewenangan kepada unsur dibawahnya namun 
semua tanggung jawab dari tindakan pelaksanaan kewenangan menjadi tanggung jawab 
dari dokter gigi tersebut. 

Pada pelayanan kedokteran gigi dan mulut tentang cara perolehan kewenangan seorang 
dokter gigi dapat dicontohkan sebagai berikut, kewenangan atribusi diberikan kepada 
seorang dokter gigi dalam bentuk STR. Sedangkan untuk kewenangan delegasi 
dicontohkan ketika seorang dokter gigi tidak ada ditempat kemudian mendelegasikan 
pekerjaannya dalam melakukan tindakan praktek kedokteran gigi dan mulut kepada 
seorang dokter gigi yang lain yang juga telah memiliki kewenangan atribusi. Untuk 
perolehan kewenangan mandat, pelimpahan wewenang ketika seorang dokter gigi 
memberikan tugas kepada seorang perawat gigi untuk melakukan tindakan pelayanan 
kedokteran gigi dan mulut. 

Pasal 286 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan bahwa 
dalam keadaan tertentu, tenaga medis dan tenaga kesehatan dapat memberikan 
pelayanan diluar kewenangannya. Keadaan tertentu meliputi ketiadaan tenaga medis 
dan/atau tenaga kesehatan disuatu wilayah tempat tenaga medis dan tenaga kesehatan 
bertugas, kebutuhan program pemerintah, penanganan kegawatdaruratan medis 
dan/atau klb, wabah, dan/atau darurat bencana. Tenaga medis dan tenaga kesehatan 
meliputi dokter/dokter gigi yang memberikan pelayanan kedokteran dan/atau 
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kefarmasian dalam batas tertentu, perawat atau bidan yang memberikan pelayanan 
kedokteran dan/atau kefarmasian dalam batas tertentu, tenaga vokasi farmasi yang 
memberikan pelayanan kefarmasian yang menjadi kewenangan apoteker dalam batas 
tertentu. 

Penjelasan pasal 286 menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan negara terhadap 
tenaga medis dokter gigi tidak mutlak dapat diperluas sesuai aturan perundang-undangan 
yang berlaku. Dengan kata lain pasal 286 menjelaskan bahwa seorang dokter gigi dapat 
melakukan tindakan kedokteran gigi dan mulut diluar kewenangannya apabila pertama 
tidak ada tenaga dokter gigi ditempat dokter gigi tersebut bertugas, kedua kebutuhan 
program pemerintah, ketiga penanganan kegawatdaruratan medis, keempat pada 
keadaan KLB, wabah dan darurat bencana. 

Dalam pemberian kewenangan kepada tenaga medis dokter gigi umum dan tenaga medis 
dokter gigi spesialis oleh negara muncul pelaksanaan kewenangan yang tumpang tindih 
terjadi pada pelaksanaan layanan kedokteran gigi dan mulut antara tenaga medis dokter 
gigi umum dan tenaga medis dokter gigi spesialis. Hal ini disebabkan karena adanya 
tumpang tindih dari kompetensi yang dimiliki oleh tenaga medis dokter gigi umum dengan 
tenaga medis dokter gigi spesialis. 

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa dalam kewenangan terdapat hak dan kewajiban. 
Yang dimaksud dengan hak adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan 
tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, 
sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah keharusan untuk melakukan atau 
tidak melakukan tindakan tertentu.14 menurut bagir manan, kewenangan berbeda dengan 
kekuasaan; kekuasaan hanya mencerminkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu, namun kewenangan mencerminkan keduanya yaitu hak dan kewajiban.15 Bila 
dikaitkan dengan kewenangan seorang tenaga medis dokter gigi, maka dapat dijelaskan 
sebagai kebebasan seorang tenaga medis dokter gigi untuk melakukan atau tidak 
melakukan tindakan kedokteran gigi dan mulut tertentu sesuai pertimbangan 
profesionalnya yang termasuk didalamnya kewajiban tertentu. Kewajiban seorang tenaga 
medis dokter gigi diatur dalam pasal 274 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang 
kesehatan yang menyatakan bahwa seorang tenaga medis dokter gigi dalam 
melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut mempunyai kewajiban memberikan 
pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan 
profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan 
pasien; memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan 
diberikan; menjaga rahasia kesehatan pasien; membuat dan menyimpan catatan dan/ atau 
dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; serta merujuk 
pasien ke tenaga medis dokter gigi lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan 
yang sesuai. 

2. Bentuk Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Profesional Dokter Gigi 
Umum Dan Dokter Gigi Spesialis Di Indonesia. 

a. Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan 
Praktik Kedokteran. 

Sebagai dasar diberikannya kewenangan bagi seorang tenaga medis dokter gigi untuk 
menjalankan praktik kedokteran gigi dan mulut adalah kompetensi yang dimilikinya 

                                                           
14 HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, cetakan ke 17 (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 

99. 
15 HR, Ridwan, hlm. 99. 
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sesuai yang tercantum pada pasal 22 permenkes nomor 2052/menkes/per/x/2011 
tentang izin praktik dan pelaksanaan praktik kedokteran bahwa seorang tenaga medis 
dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut wajib dilaksanakan 
sesuai kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya, ketika seorang tenaga medis 
dokter gigi dalam memberikan bantuan pada keadaan gawat darurat untuk 
mempertahankan hidup dapat melakukan tindakan kedokteran gigi di luar 
kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis pasiennya dimana kewenangan yang 
dilakukan harus sesuai dengan standar profesi seorang tenaga medis dokter gigi. 

Selain kewenangan dan kompetensi yang dimiliki seorang tenaga medis dokter gigi 
masih harus memiliki izin untuk melaksanakan praktik kedokteran gigi dan mulut 
artinya pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan profesional dokter gigi 
umum dan dokter gigi spesialis berkaitan erat dengan pemberian izin praktik 
kedokteran gigi dan mulut. Definisi izin secara luas menurut bagir manan adalah suatu 
persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk 
memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum 
dilarang.16 jika dikaitkan dengan definisi diatas pada dasarnya praktik kedokteran gigi 
dan mulut adalah suatu perbuatan yang dilarang apabila tidak dilakukan oleh seorang 
yang tidak kompeten dan tidak mempunyai kewenangan. Dalam melaksanakan praktik 
kedokteran gigi dan mulut yang seringnya melakukan suatu tindakan, tindakan 
kedokteran gigi dan mulut tersebut dapat mengakibatkan suatu yang negatif terhadap 
pasien sebagai penerima layanan bila tidak dilakukan oleh seorang tenaga medis 
dokter gigi yang tidak kompeten dan tidak sesuai dengan kewenangan yang 
diterimanya. 

b. Kepkonsil Nomor 52/KKI/KEP/XII/2007 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi 
Spesialis. 

Pendidikan spesialis kedokteran gigi terdiri dari 8 bidang yang meliputi spesialis 
orthodonti, spesialis konservasi gigi, spesialis bedah mulut, spesialis periodontology, 
spesialis prosthodonti, spesialis penyakit mulut, spesialis kedokteran gigi anak dan 
spesialis radiologi kedokteran gigi. Menurut bab iii standar kompetensi dokter gigi 
spesialis terdiri dari 3(tiga) domain dan 11 (sebelas) kompetensi utama yang wajib 
dipenuhi oleh seorang dokter gigi spesialis yang terdiri dari: domain profesionalisme 
yang mencakup kompetensi utama etika kedokteran gigi, hukum kesehatan dan 
peraturan-peraturan yang terkait yang terkait masing-masing bidang spesialisasi, 
komunikasi efektif, manajemen informasi dan berpikir kritis, pengembangan profesi. 
Domain penguasaan akademik tingkat lanjut dibidang kedokteran gigi klinik tertentu 
yang mencakup kompetensi utama pengetahuan biomedik/kedokteran dasar, 
kedokteran klinik, kedokteran gigi dasar dan kedokteran gigi klinik, alih ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Domain keterampilan klinik dengan keahlian tingkat lanjut 
di bidang kedokteran gigi klinik tertentu yang mencakup kompetensi utama 
menegakkan diagnosis, rencana terapi dan penatalaksanaan kasus spesialistik. 

Dari penjelasan diatas maka jelas bahwa standar kompetensi dokter gigi spesialis 
berbeda dengan standar kompetensi dokter gigi umum, dimana kompetensinya jauh 
lebih mendalam pada satu bidang yang menjadi bidang spesialistiknya yaitu sebatas 
penatalaksanaan kasus spesialistik. 

 

                                                           
16 HR, Ridwan, hlm. 199. 
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c. Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi. 

Definisi registrasi menurut pasal 1 angka 3 perkonsil nomor 6 tahun 2011 tentang 
registrasi dokter dan dokter gigi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter 
gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu 
lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. Definisi 
sertifikat kompetensi menurut pasal 1 angka 7 adalah surat tanda pengakuan terhadap 
kemampuan seorang dokter/ dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di 
seluruh indonesia yang diterbitkan oleh kolegium terkait setelah lulus uji kompetensi. 
Jadi sertifikat kompetensi merupakan bukti formal untuk pengakuan kompetensi 
seorang dokter gigi di bidang profesi kedokteran gigi. Sertifikat kompetensi yang 
diterbitkan oleh kolegium dan berlaku untuk jangka waktu tertentu sehingga jika 
sertifikat kompetensi habis masa berlakunya seorang dokter gigi wajib memperbaharui 
kembali dengan tujuan untuk memastikan bahwa seorang dokter gigi tersebut masih 
kompeten untuk melakukan praktik kedokteran gigi. 

Menurut pasal 2 perkonsil tentang registrasi dokter/ dokter gigi, tujuan dari registrasi 
ini adalah melakukan pencatatan resmi terhadap dokter gigi yang telah kompeten 
untuk melakukan praktek kedokteran gigi berdasarkan sertifikat kompetensi dan 
kualifikasi tertentu agar masyarakat terlindungi dari tindakan kedokteran gigi dan 
mulut yang dilakukan oleh dokter gigi yang tidak berwenang serta meningkatkan mutu 
praktik kedokteran gigi dan mulut yang diberikan oleh dokter gigi. Bukti tertulis 
registrasi dokter gigi ini diberikan dalam bentuk surat tanda registrasi (str). 

Seorang tenaga medis dokter gigi yang telah memiliki str diberikan kewenangan untuk 
melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan kompetensi yang 
dimilikinya. Dengan kata lain bahwa kewenangan yang didapatkan seorang tenaga 
medis dokter gigi yang telah memiliki str merupakan suatu bentuk pengakuan dari 
negara bahwa seorang tenaga medis dokter gigi tersebut patut melaksanakan praktek 
kedokteran gigi dan mulut. 

d. Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi. 

Standar pendidikan profesi dokter gigi merupakan standar yang setingkat, saling 
berhubungan serta tidak dapat dipisahkan dengan standar kompetensi kedokteran 
gigi indonesia karena standar kompetensi bagi penyelenggaraan pendidikan 
kedokteran gigi merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi bila akan menjadi 
seorang dokter gigi. 

Menurut pasal 291 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, 
standar profesi untuk tenaga medis yang salah satunya dokter gigi disusun oleh konsil 
serta kolegium dan ditetapkan oleh menteri. Kolegium adalah kumpulan ahli dari setiap 
disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut yang 
menjalankan tugas dan fungsi secara independent dan merupakan alat kelengkapan 
konsil, sesuai yang tercantum pada bab i ketentuan umum pasal 1 angka 26 undang-
undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Sebagai tugas kolegium adalah 
menyusun standar kompetensi tenaga medis dokter gigi dan menyusun standar 
kurikulum pelatihan tenaga medis dokter gigi.  

Menurut bab vii perkonsil nomor 30 tahun 2014 tentang standar pendidikan profesi 
dokter gigi terdapat 6 (enam) domain dan 16 (enam belas) kompetensi utama yang 
harus dipenuhi oleh seorang dokter gigi yang terdiri dari; domain profesionalisme yang 
mencakup kompetensi utama etik dan jurisprudensi, analisa informasi kesehatan 
secara kritis, ilmiah dan efektif, komunikasi dan hubungan sosio kultural dalam bidang 
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kesehatan gigi dan mulut. Domain penguasaan ilmu pengetahuan kedokteran dan 
kedokteran gigi yang mencakup kompetensi utama ilmu kedokteran dasar, ilmu 
kedokteran klinik, ilmu kedokteran gigi dasar dan ilmu kedokteran gigi klinik. Domain 
pemeriksaan fisik secara umum dan sistem stomatognatik yang mencakup kompetensi 
utama pemeriksaan pasien, diagnosis, rencana perawatan. Domain pemulihan fungsi 
sistem stomatognatik yang mencakup kompetensi utama pengelolaan sakit dan 
kecemasan, tindakan medik kedokteran gigi. Domain kesehatan gigi dan mulut 
masyarakat yang mencakup kompetensi melakukan pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut masyarakat, manajemen perilaku. Domain manajemen praktik kedokteran gigi 
yang mencakup kompetensi utama manajemen praktik dan lingkungan kerja. 

Bila dikaitkan dengan pengaturan kompetensi jelas bahwa kompetensi seorang tenaga 
medis dokter gigi telah diatur sejak menempuh pendidikan kedokteran gigi, sehingga 
ada persyaratan tertentu yang harus dilalui seseorang untuk dapat memenuhi 
kompetensi sebagai seorang tenaga medis dokter gigi. Begitu pula yang terjadi pada 
seorang tenaga medis dokter gigi yang akan menempuh pendidikan kedokteran gigi 
spesialis, untuk dapat menjadi seorang tenaga medis dokter gigi spesialis wajib 
memenuhi standar profesi dokter gigi spesialis dibidang spesialistiknya agar 
kompetensi yang dimilikinya sesuai dengan yang dipersyaratkan. 

e. Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi. 

Menurut bab III perkonsil nomor 40 tahun 2015 tentang standar kompetensi dokter 
gigi, kompetensi dokter gigi terdiri dari domain, kompetensi utama, kompetensi 
penunjang dan kemampuan dasar. 

Kompetensi secara teori terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan: pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap profesional. Untuk kompetensi seorang dokter gigi, 
pengakuan atas kemampuan profesional di bidang tertentu dibuktikan secara formal 
dengan memiliki sertifikat kompetensi. Terdapat tiga macam kompetensi yang dimiliki 
oleh seorang tenaga medis dokter gigi yaitu kompetensi inti, kompetensi khusus dan 
kompetensi tambahan. Kompetensi inti dan khusus didapat oleh seorang tenaga medis 
dokter gigi ketika selesai melaksanakan studi dan pengembangan kurikulum di fakultas 
kedokteran gigi sedangkan kompetensi tambahan didapatkan dari pendidikan dan 
pelatihan dokter gigi berkelanjutan yang diakui dengan mendapatkan sertifikat 
kompetensi tambahan. 

Bila dikaitkan dengan kompetensi dokter gigi menurut bab iii diatas maka yang 
dikatakan kompetensi inti dan kompetensi khusus artinya sama dengan kompetensi 
utama dan kompetensi penunjang pada perkonsil, dimana wajib dipenuhi oleh seorang 
tenaga medis dokter gigi. Kompetensi seorang tenaga medis dokter gigi umum 
berbeda dengan seorang tenaga medis dokter gigi spesialis. Ditinjau dari tingkat 
kemampuan seorang tenaga medis dokter gigi memiliki 4 (empat) tingkatan seperti 
yang dijelaskan pada bab diatas. Seorang tenaga medis dokter gigi umum dari 171 
kompetensi utama dan 184 macam penyakit yang harus diketahui dan dijelaskan hanya 
19.02% dengan tingkat kemampuan 4, sedangkan bagi seorang tenaga medis dokter 
gigi spesialis sebagian besar harus mempunyai tingkat kemampuan 4 sesuai dengan 
bidang spesialistiknya. 

Dari bentuk pengaturan diatas maka peneliti merangkum bahwa terdapat tumpang 
tindih standar kompetensi dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang dapat 
dijelaskan sebagai berikut standar kompetensi dokter gigi spesialis yang tercantum 
pada bab iii kepkonsil 52 tahun 2007 menyatakan bahwa standar kompetensi dokter 
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gigi spesialis terdiri dari 3 (tiga) domain dan 11 (sebelas) kompetensi utama jika 
dikaitkan dengan bab vii perkonsil 30 tahun 2014 tentang standar pendidikan profesi 
dokter gigi menyatakan bahwa standar kompetensi dokter gigi terdiri dari 6 (enam) 
domain dan 16 (enam belas) kompetensi utama. Jika diperhatikan antara domain-
domain dan kompetensi utama dari standar kompetensi dokter gigi dan standar 
kompetensi dokter gigi spesialis terdapat kesamaan dalam hal macam dan 
pengertiannya. Yang membedakan diantara keduanya adalah ketika dikaitkan kembali 
pada bab iii perkonsil 40 tahun 2015 yang menyatakan bahwa standar kompetensi 
dokter gigi terdiri dari domain, kompetensi utama, kompetensi penunjang dan 
kemampuan dasar. Dari kemampuan dasar seorang dokter gigi terdiri dari 4 (empat) 
tingkatan  kemampuan seperti yang telah dijelaskan pada bab terdahulu diatas dimana 
ditemukan perbedaan antara tingkat kemampuan dokter gigi dan tingkat kemampuan 
dokter gigi spesialis yang harus dipenuhi oleh seorang dokter gigi umum dan seorang 
dokter gigi spesialis yaitu dari 184 kompetensi utama dan 171 macam penyakit 
kedokteran gigi dan mulut hanya 19.02% tingkat kemampuan 4 (empat) dokter gigi 
umum sedangkan untuk dokter gigi spesialis, tingkat kemampuan 4 (empat) sesuai 
dengan bidang spesialistiknya harus terpenuhi 100%. 

Pengaturan Kompetensi Dan Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum Dan Dokter Gigi 
Spesialis Yang Berlandaskan Asas Keadilan. 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. 

Ketentuan pasal 285 dan pasal 286 undang-undang kesehatan dirumuskan pada asas 
keadilan, dimana seorang tenaga medis dokter gigi dalam melaksanakan tugasnya harus 
didasarkan kewenangan dan kompetensinya, hal ini sesuai dengan prinsip keadilan 
menurut gustav radburch yang pertama bahwa keadilan diartikan sebagai sifat atau 
kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder. Keadilan sekunder sendiri 
merupakan pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada 
terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. 

Memaknai teori gustav radburch tersebut diatas, jika dilihat dari pengaturan kompetensi 
dan pemberian kewenangan profesional dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis, 
pengaturannya untuk prinsip yang pertama dimana keadilan tidak hanya tercermin dalam 
peraturan hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari pendirian, sikap, pandangan, 
dan keyakinan seseorang. Keadilan subyektif menggambarkan komitmen individu 
terhadap terwujudnya keadilan obyektif. Hal ini tercermin dari pelaksanaan kewenangan 
dalam pasal 285 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan oleh tenaga 
medis dokter gigi. 

Ketika pendirian, sikap, pandangan dan keyakinan tenaga medis dokter gigi melaksanakan 
kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara melalui standar profesi dalam bentuk 
surat tanda registrasi. Sebagai contoh ketika seorang tenaga medis dokter gigi melakukan 
tindakan kedokteran gigi dan mulut yang bukan kewenangannya seperti tercantum dalam 
standar kompetensi dokter gigi namun pendirian, sikap, pandangan dan keyakinan dari 
tenaga medis dokter gigi ini memastikan bahwa yang dikerjakannya merupakan suatu 
tindakan kedokteran yang adil dan bermanfaat bagi penerima layanan. Bagi masyarakat 
sendiri ketika kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam layanan kesehatan gigi dan 
mulutnya tanpa melihat siapa yang yang memberikan baik itu dokter gigi umum ataupun 
dokter gigi spesialis. Keadilan subyektif seperti ini yang menghalangi terwujudnya 
keadilan objektif. Peneliti menyimpulkan bahwa pengaturan kompetensi dan pemberian 
kewenangan profesional dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis memenuhi 
karakteristik keadilan. 
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Ketentuan pasal 285 dan pasal 286 undang-undang kesehatan sesuai pula dengan prinsip 
keadilan menurut gustav radburch yang kedua yaitu sumber keadilan berasal dari hukum 
positif dan cita hukum (rechtsidee) arti dari pandangan ini menegaskan bahwa keadilan 
tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang berlaku dan pandangan filosofis yang 
menjadi landasan pembentukan hukum tersebut. Dalam hal tersebut diatas jelas sebagai 
hukum positifnya adalah undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang 
diselenggarakan salah satunya berdasarkan asas keadilan sesuai pasal 2 huruf i undang-
undang kesehatan. Menurut panjelasan pasal 2 huruf i undang-undang nomor 17 tahun 
2023 tentang kesehatan, yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan 
upaya kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua 
lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau. Sedangkan pengertian asas 
keadilan dalam asas-asas pemerintahan yang baik adalah asas yang menginginkan agar 
setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara dituntut bertindak secara 
proposional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. 

Dari penjelasan diatas maka jelas bahwa pengaturan kompetensi dan pemberian 
kewenangan dokter gigi sebagai tenaga medik dan tenaga profesional dalam 
melaksanakan upaya kesehatan pelayanan kedokteran gigi yang menjadi tanggung jawab 
pemerintah harus berlandaskan asas keadilan. Pengaturan kompetensi dan pemberian 
kewenangan diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, karena dengan 
pengaturan yang baik maka pelaksanaan pelayanan kedokteran gigi dan mulut oleh 
tenaga medis dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis sebagai tenaga medik dan tenaga 
profesional mempunyai landasan yang mengikat bagi seorang dokter gigi dan masyarakat 
selaku penerima pelayanan kedokteran gigi. 

Pengaturan yang baik dalam suatu undang-undang dijelaskan dengan norma hukum yang 
jelas serta adanya asas hukum yang menjadi landasan terbitnya suatu peraturan 
perundang-undangan. Asas hukum itu sendiri artinya pikiran dasar atau petunjuk arah 
umum dan abstrak yang mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis yang 
melatarbelakangi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum positif.17 untuk itu maka 
dapat disimpulkan bahwa asas hukum merupakan norma dasar yang tidak bisa dipisahkan 
dari kehidupan masyarakat, sebagai tolak ukur dan pedoman perilaku, direalisasikan 
kedalam peraturan hukum konkret dan putusan pengadilan namun asas hukum bukanlah 
peraturan hukum konkret. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik seperti kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, dapat dilaksanakan serta 
kedayagunaan. 

Dengan kata lain setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang 
jelas yang hendak dicapai. Wajib memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan 
perundang-undangan, sistematika serta pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukumnya 
jelas dan mudah dimengerti, agar tidak menyebabkan berbagai interpretasi dalam 
pelaksanaannya, harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan 
tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis serta 
memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan adalah salah satu asas dalam 
merumuskan materi muatan peraturan perundang-undangan yang tercakup dalam pasal 
6 ayat (1) huruf f undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 
perundang-undangan, menjelaskan bahwa asas keadilan adalah setiap materi muatan 

                                                           
17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: CV Maha Karya Pustaka, 

2019), hlm.48. 
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peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 
setiap warga negara. 

Menurut prinsip keadilan yang kedua gustav radbruch dijelaskan pula sebagai cita hukum. 
Cita hukum yang harus dicapai tidak hanya keadilan namun harus mencakup kemanfaatan 
dan kepastian hukum. Untuk terwujudnya tujuan hukum tersebut, harus ditentukan 
urutan prioritas dari ketiga nilai dasar tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena 
adakalanya dalam hukum untuk mencapai suatu keadilan akan bertentangan dengan 
kemanfaatan dan kepastian hukum, demikian juga sebaliknya kepastian hukum 
adakalanya dapat mengesampingkan keadilan dan kemanfaatan. 

Urutan prioritas yang diajarkan oleh Gustav Radbruch adalah: pertama keadilan hukum; 
kedua kemanfaatan hukum; dan ketiga baru kepastian hukum.18 dengan kata lain 
kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan. Keadilan 
adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat 
sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap 
masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Kemanfaatan artinya hukum 
harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak 
yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak 
harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Sedangkan kepastian hukum artinya 
ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur 
dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas. Hal inilah yang menurut 
radbruch hukum harus bisa memadukan antara tiga tujuan hukum yaitu keadilan, 
kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana prioritas utama adalah keadilan hukum, 
kemudian disusul kemanfaatan hukum dan terakhir baru kepastian hukum. 

Menurut Teori Gustav Radburch tersebut diatas, jika dilihat dari pengaturan kompetensi 
dan pemberian kewenangan dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis yang mengacu 
pada pasal 285 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang menjelaskan 
bahwa meskipun bukan putusan hakim merupakan kepastian hukum yaitu ketentuan 
maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan yang jelas, konsisten, teratur dan 
konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh subyektifitas. Kepastian hukum merupakan 
pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara fisiologis, bukan sosiologis. Dimana isi pasal 
tersebut merupakan suatu aturan yang dibuat dan diundangkan oleh pemerintah sebagai 
kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang melekat oleh karena undang-undang yang 
diberikan kepada seorang dokter gigi dalam melaksanakan praktik pelayanan kedokteran 
gigi secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.  Jelas dalam pengertian tidak 
menimbulkan keragu-raguan(multi tafsir) dan logis dalam pengertian pasal tersebut 
menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau 
menimbulkan konflik norma. Arti konsisten dalam kepastian hukum adalah tidak berubah-
rubah sesuai kompetensi yang dimilikinya, teratur sesuai standar kompetensi dokter gigi 
yang disusun oleh kolegium sebagai alat kelengkapan dari konsil kedokteran indonesia 
yang disahkan oleh menteri kesehatan. Sedangkan arti konsekuen pada kepastian hukum 
yaitu menjadi tanggung jawab seorang dokter gigi dan dokter gigi spesialis dalam 
melaksanakan tindakan pelayanan kedokteran gigi sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan dalam bentuk surat tanda registrasi (str) kepada dokter gigi umum yang 
berbeda dengan kewenangan yang diberikan kepada dokter gigi spesialis sesuai 
kompetensi yang dimiliki dari pendidikan yang ditempuh serta tidak dapat dipengaruhi 
oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif dalam kehidupan masyarakat. 

                                                           
18 Sukendar, Santoso, and Dewa Brahma, Teori Hukum Suatu Pengantar, hlm. 115. 
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Kewenangan atribusi yang diberikan kepada seorang dokter gigi dalam melaksanakan 
pelayanan kedokteran gigi dan mulut sesuai pasal 285 undang-undang nomor 17 tahun 
2023 tentang kesehatan sebagai suatu kepastian hukum, hanya saja kewenangan yang 
diberikan tidak mutlak dapat diperluas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 
Sebagai penjelasannya dapat dijelaskan dengan pasal 286 undang-undang nomor 17 tahun 
2023 tentang kesehatan, menjelaskan bahwa seorang dokter gigi dapat melakukan 
tindakan kedokteran gigi dan mulut diluar kewenangannya apabila pertama tidak ada 
tenaga dokter gigi ditempat dokter gigi tersebut bertugas, kedua kebutuhan program 
pemerintah, ketiga penanganan kegawatdaruratan medis, keempat pada keadaan klb, 
wabah dan darurat bencana. 

Bila dikaitkan dengan ketiga nilai hukum menurut Gustav Radburch, bahwa hukum 
haruslah memiliki daya guna (kemanfaatan) maka pasal 286 mengandung nilai hukum 
tentang kemanfaatan yaitu hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat 
yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa 
tidak dirugikan. Artinya norma hukum yang terkandung dalam pasal 286 undang-undang 
nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan sebagai suatu kebijakan ataupun peraturan 
perundang-undangan yang memiliki asas kemanfaatan dimana asas tersebut merupakan 
dasar yang paling obyektif yang membawa manfaat bagi orang-orang penerima layanan 
kedokteran gigi dan mulut. 

Dari penjelasan diatas tentang kepastian hukum dan kemanfaatan melalui pasal 285 dan 
pasal 286 undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan maka cita-cita atau 
tujuan hukum yang paling prioritas adalah keadilan. Dalam pelayanan kesehatan gigi dan 
mulut dapat dicontohkan ketika seorang dokter gigi melakukan tindakan kedokteran gigi 
dan mulut melampaui kewenangan yang diberikan oleh negara/pemerintah sebagai 
kepastian hukum tanpa adanya pemenuhan hak asasi manusia dalam hal ini tindakan yang 
bukan untuk mempertahankan hidup hanya tergolong kepada pemenuhan hak manusiawi 
yang mempunyai kemanfaatan hanya untuk salah satu pihak maka hal tersebut tidak 
memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. 

Pada dasarnya keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang 
benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang 
sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Maka jelas  
bahwa ketika seorang dokter gigi melakukan tindakan kedokteran gigi dan mulut 
melampaui kewenangannya yang merugikan seseorang sudah dapat dikatakan bahwa 
tujuan hukum yang tercantum dalam norma hukum pasal 285 dan pasal 286 tidak 
mengandung asas keadilan. Penjelasan diatas dapat dikaitkan dengan adegium “summum 
ius summa injuria” bahwa kepastian yang tertinggi adalah ketidak-adilan yang tertinggi. 

Selanjutnya ketentuan pasal 274 huruf E undang-undang kesehatan, dirumuskan pada 
asas keadilan dimana seorang tenaga medis dokter gigi dalam melaksanakan praktik 
kedokteran gigi dan mulut wajib merujuk pasien ke tenaga medis atau tenaga kesehatan 
lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai, hal ini sesuai dengan 
prinsip keadilan yang ketiga menurut gustav radburch bahwa inti keadilan adalah 
kesamaan dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif membahas alokasi sumber 
daya dan keuntungan secara adil dalam masyarakat, serta keadilan komutatif berkaitan 
dengan keseimbangan dalam pertukaran dan transaksi antar individu, prinsip keadilan 
ketiga ini masih memungkinkan tidak mendapatkan keadilan, karena adanya tumpang 
tindih standar kompetensi dokter gigi umum dan standar kompetensi dokter gigi spesialis 
yang berbeda hanya pada penatalaksanaan kasus spesialistik yang menyebabkan salah 
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tafsir dalam menerima pemberian kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara 
melalui standar profesi dalam bentuk Surat Tanda Registrasi (STR). 

Namun bila dirumuskan sesuai prinsip keadilan radburch yang pertama bahwa keadilan 
diartikan sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder. 
Keadilan sekunder sendiri merupakan pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan 
yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer, pasal 
274 huruf E undang-undang kesehatan memenuhi karakteristik prinsip keadilan. 

2. Permenkes Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan 
Praktik Kedokteran. 

Ketentuan pasal 22 permenkes nomor 2052 tahun 2011 tentang izin praktik dan 
pelaksanaan praktik kedokteran, dirumuskan pada asas keadilan dimana seorang tenaga 
medis dokter gigi dalam melakukan praktik kedokteran gigi dan mulut wajib dilaksanakan 
sesuai kewenangan dan kompetensi yang dimilikinya dan ketika seorang tenaga medis 
dokter gigi dalam memberikan bantuan pada keadaan gawat darurat untuk 
mempertahankan hidup dapat melakukan tindakan kedokteran gigi di luar 
kewenangannya sesuai dengan kebutuhan medis pasiennya dimana kewenangan yang 
dilakukan harus sesuai dengan standar profesi seorang tenaga medis dokter gigi. 

Pasal Tersebut Diatas Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Yang Kedua Menurut Gustav 
Radburch yaitu sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (rechtsidee) 
arti dari prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari kerangka 
hukum yang berlaku dan pandangan filosofis yang menjadi landasan pembentukan hukum 
tersebut. 

Penjelasan pasal 22 bila dikaitkan dengan prinsip keadilan menurut Gustav Radburch 
Adalah pemberian kewenangan kepada seorang tenaga medis dokter gigi dalam 
menjalankan praktik kedokteran gigi dan mulut pada prinsipnya merupakan wewenang 
pemerintah/negara yang dilaksanakan oleh menteri kesehatan melalui kki dalam bentuk 
str sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya dalam bentuk standar profesi. Hal tersebut 
merupakan hukum positif yaitu ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan yang menjadi 
cita hukum pada pasal 22 ini adalah keadilan dalam melaksanakan kebutuhan medis 
pasien. 

Penulis berpendapat bahwa ukuran dari keadilan dalam pasal tersebut adalah apa yang 
menjadi kebutuhan medis pasien yang dikaitkan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk 
mempertahankan hidup. Sebagai seorang tenaga medis dokter gigi dapat melakukan 
tindakan kegawatdaruratan terhadap seseorang diluar kewenangannya demi 
mempertahankan hidup seseorang tersebut. Penulis berpendapat bahwa dalam praktik 
kedokteran gigi dan mulut seorang tenaga medis dokter gigi untuk memenuhi 
karakteristik prinsip keadilan bila seorang tenaga medis dokter gigi wajib memperhatikan 
apa yang menjadi kebutuhan medis pasiennya. Ketika pasien membutuhkan tindakan 
medis yang tidak sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki seorang 
tenaga medis dokter gigi umum maupun dokter gigi spesialis alangkah tidak adilnya bila 
dilakukan oleh seorang tenaga medis dokter gigi umum ataupun spesialis yang bukan 
menjadi kewenangannya, kecuali tindakan yang dilakukan untuk mempertahankan hidup. 

Sebagai contoh ketika seseorang mengalami 4 (empat) gigi goyang dibutuhkan tindakan 
kedokteran gigi dan mulut yang dinamakan splinting yang menjadi kewenangan seorang 
dokter gigi spesialis periodontologi mengunjungi seorang dokter gigi umum, maka dokter 
gigi umum wajib untuk merujuk kepada dokter gigi spesialis periodontologi meskipun saat 
itu tidak ada dokter gigi spesialis periodontologi di tempat atau didaerah tersebut. Hal ini 
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dilakukan karena kasus 4 (empat) gigi goyang bukan merupakan kasus untuk 
mempertahankan hidup. Alangkah tidak adil bila dilakukan oleh seorang dokter gigi 
umum. Kejadian diatas dapat terjadi pula pada sesama dokter gigi spesialis antar bidang 
spesialistik yang berbeda. 

3. Kepkonsil Nomor 52/KKI/KEP/XII/2007 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi Spesialis 
Dan Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi. 

 Pada Standar Kompetensi Dokter Gigi Dan Dokter Gigi Spesialis, Ketentuan Bab Iii Yang 
Menyatakan Bahwa Standar Kompetensi Terdiri Dari Domain, Kompetensi Utama, 
Kompetensi Penunjang Dan Kemampuan Dasar, Dirumuskan Dalam Asas Keadilan Sesuai 
Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch dimana keadilan adalah kesamaan dan 
membagi keadilan menjadi keadilan distributif membahas alokasi sumber daya dan 
keuntungan secara adil dalam masyarakat, serta keadilan komutatif berkaitan dengan 
keseimbangan dalam pertukaran dan transaksi antar individu. 

 Penulis berpendapat prinsip keadilan pada kedua standar kompetensi ini masih 
memungkinkan tidak mendapatkan keadilan, karena adanya tumpang tindih standar 
kompetensi dokter gigi umum dan standar kompetensi dokter gigi spesialis yang berbeda 
hanya pada penatalaksanaan kasus spesialistik. Selanjutnya bila dikaitkan dengan prinsip 
keadilan yang pertama menurut gustav radburch dimana keadilan tidak hanya tercermin 
dalam peraturan hukum, tetapi juga menjadi bagian integral dari pendirian, sikap, 
pandangan, dan keyakinan seseorang. Keadilan subyektif menggambarkan komitmen 
individu terhadap terwujudnya keadilan obyektif akan semakin terlihat jelas bahwa 
memungkinkan keadilan sesuai dengan kebutuhan medis pasien tidak akan tercapai 
sebagi cita hukum. 

 Sebagai contoh dalam praktik kedokteran gigi dan mulut, seorang dokter gigi spesialis 
konservasi gigi yang mempunyai kewenangan untuk mempertahankan gigi didalam mulut 
pasien ketika dihadapkan pada kasus sisa akar yang terdapat pada mulut pasien diantara 
gigi yang telah dilakukan tindakan perawatan saluran akar dicabut untuk dibuatkan gigi 
tiruan cekat. Hal pencabutan sisa akar bukan merupakan kewenangan dari dokter 
spesialis konservasi gigi namun karena kompetensi yang dimiliki tentang pencabutan gigi 
didalam standar kompetensi dokter gigi umum kemudian dikaitkan dengan pendirian, 
sikap, pandangan dan keyakinan dokter gigi spesialis konservasi gigi bahwa pencabutan 
sisa akar merupakan kompetensi yang dimilikinya. Keadaan tumpang tindih dari 
kompetensi yang dimiliki seorang tenaga medis dokter gigi umum dan seorang tenaga 
medis dokter gigi spesialis yang tercantum dalam standar kompetensi sebagai peraturan 
perundang-undangan masih terjadi multi tafsir meskipun dituliskan melalui tingkat 
kemampuan yang harus dimiliki bagi seorang tenaga medis dokter gigi umum dan seorang 
tenaga medis dokter gigi spesialis. Hal ini dikarenakan adanya keadilan subyektif yang 
dapat mewujudkan keadilan obyektif. 

4. Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi. 

 Ketentuan Pasal 2 Perkonsil Ini, Dirumuskan Pada Asas Keadilan Dimana Seorang Tenaga 
Medis Dokter Gigi Yang Kompeten Dalam Melakukan Praktik Kedokteran Gigi Dan Mulut 
Wajib Melakukan Registrasi Yang Diberikan Dalam Bentuk STR yang bertujuan agar 
masyarakat terlindungi dari tindakan kedokteran gigi dan mulut yang dilakukan oleh 
dokter gigi yang tidak berwenang serta meningkatkan mutu praktik kedokteran gigi dan 
mulut yang diberikan oleh dokter gigi. 

 Hal Ini Sesuai Dengan Prinsip Keadilan Menurut Gustav Radburch bahwa pemberian 
kewenangan oleh negara dalam bentuk STR  yang mempunyai cita hukum keadilan, 
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keadilan menurut Gustav Radburch tercapai bila ada daya guna atau kemanfaatan dan 
kepastian hukum. 

 Penjelasan ketentuan pasal 2 dikaitkan dengan prinsip keadilan menurut Gustav Radburch 
penulis berpendapat bahwa STR merupakan kewenangan yang diberikan negara sebagai 
hukum positifnya kemudian bila ditinjau dari segi kemanfaatan yang mengandung arti 
hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik 
bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan dimana 
kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum maka jelas pada 
ketentuan pasal ini disebutkan bahwa meningkatkan mutu praktik kedokteran gigi dan 
mulut yang diberikan oleh seorang tenaga medis dokter gigi akan menyebabkan manfaat 
bagi setiap masyarakat yang memerlukan. Sedangkan untuk kepastian hukum yang 
mengandung arti sebagai ketentuan maupun putusan hakim harus berdasarkan aturan 
yang jelas, konsisten, teratur dan konsekuen serta terbebas dari pengaruh oleh 
subyektifitas juga jelas disebutkan pada pasal ini bahwa masyarakat terlindungi dari 
tindakan kedokteran gigi dan mulut yang dilakukan oleh tenaga medis dokter gigi yang 
tidak kompeten. 

5. Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi. 

 Ketentuan bab VII perkonsil ini, dirumuskan pada asas keadilan dimana pengaturan 
kompetensi yang wajib dipenuhi untuk menjadi seorang tenaga medis dokter gigi sesuai 
dengan prinsip keadilan menurut gustav radburch bahwa inti keadilan adalah kesamaan 
dimana membagi keadilan sesuai dengan pandangan aristoteles yaitu keadilan distirbutif 
dan keadilan komutatif. 

 Penjelasan kesamaan bahwa hukum mengikat semua orang yang menjadi haknya sesuai 
dengan kemampuan dan prestasinya dalam hal ini standar pendidikan profesi dokter gigi 
yang tidak dapat dipisahkan dengan standar kompetensi dokter gigi merupakan hukum 
yang mengikat bagi semua tenaga medis dokter gigi. 

 Keadilan distributif sendiri berawal dari pemberian hak sesuai dengan porsinya masing-
masing yang mencakup kompetensi dan kemampuan. Dengan kata lain bahwa standar 
pendidikan profesi dokter gigi diatur sesuai dengan standar kompetensi yang wajib 
dipenuhi oleh seorang dokter gigi umum berbeda dengan standar kompetensi yang wajib 
dipenuhi oleh seorang dokter gigi spesialis. Keadilan komutatif berkaitan dengan 
keseimbangan dalam pertukaran dan transaksi antar individu. 

 Dengan kata lain seorang tenaga medis dokter gigi wajib menghormati hak-hak sesama 
individu baik bagi sesama dokter gigi umum dan/atau sesama dokter gigi spesialis. 
Penjelasan ketentuan diatas penulis berpendapat bahwa standar profesi dokter gigi 
sebagai bentuk pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan profesional dokter 
gigi umum dan dokter gigi spesialis dapat dikatakan memenuhi karakteristik keadilan bila 
dokter gigi umum ataupun dokter gigi spesialis dapat menghormati apa yang menjadi hak 
masing-masing. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1.  Pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan profesional dokter gigi umum dan 
dokter gigi spesialis di indonesia tercantum dalam peraturan perundang-undangan secara 
terperinci dan komprehensif dalam undang-undang kesehatan serta peraturan 
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pelaksananya tercantum dalam peraturan menteri kesehatan dan peraturan konsil 
kedokteran indonesia sesuai ketentuan penutup pasal 453 undangundang nomor 17 tahun 
2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan 
yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang praktek kedokteran, 
undang-undang kesehatan serta undang-undang tenaga kesehatan dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. 
Ketentuan ini menyatakan bahwa peraturan perundangan-undangan baik yang berbentuk 
peraturan menteri kesehatan dan peraturan konsil kedokteran indonesia yang tidak 
bertentangan dengan undang-undang kesehatan masih tetap berlaku. 

2. Asas keadilan sudah menjadi landasan dalam perumusan norma peraturan hukum 
pengaturan kompetensi dan pemberian kewenangan profesional dokter gigi meskipun 
terdapat keadilan subyektif dan tumpang tindih dari standar kompetensi dokter gigi dan 
dokter gigi spesialis yang tercantum pada peraturan perundang-undangan pelaksanaan 
yang masih berlaku dari undang-undang kesehatan yang menyebabkan adanya multi tafsir 
terhadap norma hukum yang berlaku. 

SARAN 

Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1.  Seorang tenaga medis dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis dalam 

menyelenggarakan praktik kedokteran gigi dan mulut agar sesuai dengan kompetensinya 
dan harus sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh kki dalam bentuk str. Agar 
kebutuhan medis pasien sebagai penerima layanan kesehatan gigi dan mulut terpenuhi 
secara keadilan.  

2.  Konsil kedokteran indonesia melalui kolegium sebagai badan atau lembaga yang 
berwenang menyusun standar kompetensi dokter gigi serta menyusun standar 
pendidikan profesi dokter gigi agar merevisi standar kompetensi dokter gigi serta standar 
pendidikan profesi dokter gigi agar tidak terdapat tumpang tindih kompetensi yang dapat 
menyebabkan multi tafsir dokter gigi umum dan/atau dokter gigi  spesialis sehingga dapat 
memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada masyarakat.  

3.  Pemerintah disarankan segera menerbitkan peraturan pelaksanaan dan teknis dari 
undang-undang kesehatan yang mengatur pengaturan kompetensi dan pemberian 
kewenangan profesional dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis.  

4.  Agar pemerintah daerah setempat membuat penetapan pada kondisi ketiadaan tenaga 
medis dokter gigi pada daerahnya agar dokter gigi yang memiliki kewenangan tambahan 
dapat melakukan tindakan kedokteran gigi dan mulut sesuai dengan surat tanda registrasi 
kewenangan tambahan yang dimilikinya.  

5. Karena adanya 2 (dua) lembaga yang berbeda dalam memberikan kewenangan dalam 
bentuk str dan pemberian sip dalam hal ini str ditetapkan oleh kki sedangkan sip 
ditetapkan oleh dinas kesehatan kota/kabupaten atau dpmstp, maka ketika asas 
“contrarius actus” diterapkan akan terjadi pencabutan STR yang tidak sejalan dengan 
pencabutan sip. 

DAFTAR PUSTAKA 

Faisal Ariaty, Rio, and Asmuni. “Analis Yuridis Pelayanan Radiologi Klinik Terhadap Dokter Gigi 
Dan Pasien.” Perspektif Hukum, n.d. 

Hadikusuma, Hilman. Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum 
Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju, 2020. 



Rusmiati, Yustina, E.W. & Nugroho, H.P., Asas Keadilan dalam Pengaturan Kompetensi dan 
Pemberian Kewenangan Dokter Gigi Umum dan Dokter Gigi Spesialis 

 

http://journal.unika.ac.id/index.php/shk  
DOI: https://doi.org/10.24167/shk.v10i2.12407 

255 

 

HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Cetakan ke 17. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022. 

Karina Maya Riza, Mela, and Ninis Nugrahani. “Tanggung Jawab Hukum Dokter Gigi Atas 
Terjadinya Risiko Terhadap Pemasangan Implan Gigi Pada Pasien.” Journal Ners 7 No.2 
(2023): 1040–54. 

Komalawati, Veronica, and Dhani Kurniawan. “Kompetensi Dan Kewenangan Praktek 
Kedokteran: Perspektif Hukum Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Hukum  De’Jure 3 No 1 (Mei 
2018). 
https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/18
91/1527. 

Margono, H. Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim. Cetakan 
ke 3. Jakarta: Sinar Grafika, 2023. 

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: CV Maha Karya 
Pustaka, 2019. 

Ricky. “Aspek Hukum Praktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan 
Kewenangan Kompetensi Profesinya.” Lex Renaissance 5 No 2 (April 2020): 411–19. 

Republik Indonesia, UUD 1945 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana  

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan  

Republik Indonesia, Permenkes Nomor 2052 Tahun 2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan 
Praktik Kedokteran  

Republik Indonesia, Kepkonsil Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Dokter 
Gigi Spesialis  

Republik Indonesia. Perkonsil Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi  

Republik Indonesia, Perkonsil Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Profesi 
Dokter Gigi  

Republik Indonesia, Perkonsil Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Dokter Gigi 

Santoso, Ario Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyani. Pengantar 
Metodologi Penelitian Hukum. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022. 

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. 
Depok: RajaGrafindo Persada, 2019. 

Sukendar, Ario Prio Agus Santoso, and Yoga Dewa Brahma. Teori Hukum Suatu Pengantar. 
Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022. 

Sutrisno, Endang, Inge Hartini, and Erika. “Perlindungan Hukum Dalam Malpraktek Untuk 
Pelayanan Kesehatan Gigi.” Syntax Literate, Journal Ilmiah Indonesia 5 No. 8 (Agustus 
2020). 

 


